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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan penulis dalam melaksanakan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam tinjauan penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitan dengan judul yang sama seperti judul yang diteliti. Namun penulis mengutip beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajian penelitiannya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Lusiana Lusana (2024) tentang “Persepsi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Perempuan pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2024”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap perempuan yang mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat sebagai pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pandangan positif terhadap kepemimpinan perempuan, karena perempuan dinilai komunikatif, mampu membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, memiliki empati tinggi, serta mampu menjalankan kepemimpinan secara efektif. Dukungan masyarakat terhadap pemimpin perempuan semakin meningkat seiring perubahan pola pikir dan kesadaran akan kesetaraan gender. Dengan demikian, perempuan dipandang memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki dalam memimpin.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hastuti Hastuti dan M. Ridwan Said Ahmad (2022) tentang “Persepsi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Alesipitto Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat serta aparat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menilai kepemimpinan kepala desa perempuan berhasil dan efektif, karena dianggap lebih peduli terhadap kepentingan masyarakat, teliti dalam pengelolaan pemerintahan desa, serta melibatkan warga dalam setiap keputusan penting. Selain itu, kepala desa perempuan dinilai mampu membangun hubungan komunikasi yang baik sehingga kepercayaan masyarakat meningkat terhadap kemampuan perempuan dalam memimpin.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Huldiya Syamsiar, Abdul Latif dan Abdurrohman (2024) tentang “Persepsi Masyarakat terhadap Calon Kepala Daerah Perempuan (Perspektif Sosiologi Gender dalam Pilkada NTB 2024)”.  Fokus dari penelitian ini menganalisis persepsi masyarakat terhadap kemampuan dan kelayakan perempuan dalam menduduki jabatan politik sebagai kepala daerah, serta faktor-faktor sosial dan Budaya yang memengaruhi pandangan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi Pustaka terhadap berbagai kalangan masyarakat dan tokoh lokal di NTB. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa persepsi masyarakat terhadap calon kepala daerah perempuan masih didominasi oleh pandangan tradisional dan Budaya patriarki, di mana banyak masyarakat yang meragukan kemampuan perempuan dalammemimpin di bidang politik. Sebagian masyarakat menilai bahwa kepemimpinan perempuan kurang cocok dengan kultur lokal yang masih memegang kuat nilai-nilai religius dan adat yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin utama.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hibbah dan Desi Safitri (2024 tentang “Kepemimpinan Perempuan dan Persepsi Masyarakat terhadap Kesetaraan Gender di Mandailing Natal”. Yang mana penelitian ini berfokus untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dalam konteks Budaya dan agama yang patriarkis, serta menelaah hambatan-hambatan sosial, Budaya, dan religius yang mempengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Mandaling Natal masih memegang kuat nilai-nilai Budaya patriarki dan pandangan konservatif yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin utama, baik dalam keluarga maupun pemerintahan. Kepemimpinan perempuan masih dianggap bertentangan dengan norma sosial dan keagamaan. Sehingga dukungan terhadap perempuan dalam memimpin masih sangat terbatas.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ashari Ismail, Firman Umar, dan Bakhtiar Bakhtiar. (2023) mengenai “Perempuan Kepala Desa: Kajian Dediferensiasi dan Derasionalisasi Peran Perempuan Kepala Desa dalam Pembangunan Pedesaan”. Mengungkapkan bahwa perempuan kepala desa masih menghadapi hambatan sosial dan budaya yang kuat dalam masyarakat yang patriarkal. Penelitian ini menemukan bahwa peran kepemimpinan perempuan sering dianggap tidak rasional atau tidak sebanding dengan laki-laki, sehingga keberadaan perempuan sebagai kepala desa masih dipandang sebagai pengecualian, bukan bentuk kesetaraan yang diterima sepenuhnya. Namun, penelitian ini tidak menggambarkan secara spesifik persepsi masyarakat terhadap kemampuan kepala desa perempuan dalam konteks pelayanan dan tata kelola pemerintahan desa, yang menjadi fokus penelitian ini.
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	No
	Nama/
Tahun
	Metode
	Hasil
	Perbedaan

	1
	Lusiana Lusana (2024)
	Deskriptif Kualitatif (observasi, wawancara, dokumentasi)
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang cenderung positif terhadap kepemimpinan perempuan dalam konteks politik elektoral. Perempuan dinilai mampu berkomunikasi dengan baik, menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, serta memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin perempuan dipengaruhi oleh rekam jejak, kedekatan dengan warga, serta kemampuan dalam merespons aspirasi masyarakat.
	Penelitian Lusiana berfokus pada kepemimpinan perempuan di tingkat provinsi (pemilihan gubernur) dan konteks politik elektoral, sedangkan penelitian saya berfokus pada kepemimpinan perempuan di tingkat lokal/desa, dengan perhatian pada dinamika sosial masyarakat setempat.

	2
	Hastuti Hastuti dan M. Ridwan Said Ahmad (2022)
	Metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat Desa Alesipitto.
	Penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan kepala desa perempuan dinilai efektif oleh sebagian besar masyarakat Desa Alesipitto. Kepala desa perempuan dianggap mampu membangun komunikasi yang terbuka dengan warga, menunjukkan kepedulian terhadap permasalahan masyarakat, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan desa. Namun demikian, penelitian ini juga mencatat bahwa penerimaan masyarakat tidak terlepas dari pengaruh nilai sosial dan budaya lokal yang masih memengaruhi pandangan terhadap kepemimpinan perempuan.
	Penelitian ini menitikberatkan pada kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Alesipitto, sedangkan penelitian saya dilakukan di lokasi yang berbeda dan menekankan pada kondisi, karakteristik masyarakat, serta faktor lokal yang membentuk persepsi masyarakat secara lebih spesifik.

	3
	Huldiya Syamsiar, Abdul Latif dan Abdurrohman (2024)
	Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap calon kepala daerah perempuan masih didominasi oleh pandangan tradisional dan budaya patriarki. Sebagian besar masyarakat menilai bahwa perempuan kurang layak memimpin pada tingkat politik daerah karena dianggap tidak sesuai dengan norma budaya dan nilai lokal yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin utama. Faktor adat, pandangan agama, serta konstruksi sosial tentang peran gender menjadi alasan utama munculnya keraguan terhadap kepemimpinan perempuan.
	Penelitian ini mengambil fokus pada calon kepala daerah tingkat provinsi, sedangkan penelitian saat ini meneliti kepala desa perempuan di lingkungan pedesaan yang skalanya lebih kecil dan memiliki konteks sosial budaya yang berbeda.

	4
	Nur Hibbah dan Desi Safitri (2024
	Metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan literatur lokal.
	Penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat Mandailing Natal masih memegang kuat nilai adat, budaya patriarki, dan pandangan keagamaan yang konservatif. Kepemimpinan perempuan sering dipersepsikan bertentangan dengan norma sosial dan agama yang berlaku di masyarakat. Akibatnya, dukungan masyarakat terhadap perempuan sebagai pemimpin masih sangat terbatas, meskipun terdapat pengakuan terhadap kemampuan individu perempuan itu sendiri.
	Penelitian ini lebih menekankan hambatan budaya dan norma keagamaan secara umum. Penelitian saat ini lebih terfokus pada persepsi masyarakat untuk satu jabatan spesifik, yaitu kepala desa perempuan, serta faktor-faktor seperti pengalaman pribadi dan interaksi langsung dengan pemimpin desa.

	5
	Ashari Ismail, Firman Umar, dan Bakhtiar Bakhtiar. (2023)
	Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap masyarakat serta perangkat desa.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan kepala desa masih menghadapi berbagai hambatan sosial dan budaya dalam masyarakat yang bercorak patriarkal. Kepemimpinan perempuan kerap dianggap kurang rasional dan tidak setara dengan kepemimpinan laki-laki, sehingga keberadaan perempuan sebagai kepala desa masih dipandang sebagai fenomena yang tidak lazim. Penelitian ini menegaskan bahwa tantangan utama bukan terletak pada kapasitas kepemimpinan perempuan, melainkan pada konstruksi sosial masyarakat terhadap peran gender.
	Penelitian Ismail dkk. menyoroti perubahan peran dan resistensi budaya terhadap kepemimpinan perempuan secara mendalam. Sementara penelitian ini lebih fokus pada persepsi masyarakat secara langsung terhadap kepala desa perempuan di Desa Bumi Makmur serta bagaimana persepsi tersebut terbentuk melalui pengalaman pribadi, interaksi, dan kondisi sosial budaya lokal.


Sumber: Peneliti 2026
Berdasarkan Tabel 2.1 tentang penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, khususnya budaya patriarki dan pandangan tradisional mengenai peran gender. Sejumlah penelitian menemukan adanya penerimaan positif terhadap kepemimpinan perempuan, terutama ketika perempuan dinilai mampu menunjukkan kinerja, komunikasi yang baik, serta kepedulian terhadap masyarakat. Namun demikian, beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa masih terdapat keraguan dan resistensi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan, terutama pada wilayah yang memiliki nilai adat dan keagamaan yang kuat.
Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah banyak mengkaji persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada konteks politik elektoral atau kepemimpinan perempuan pada tingkat daerah dan wilayah tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi untuk melengkapi dan memperdalam kajian sebelumnya dengan menitikberatkan pada persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa perempuan dalam konteks pemerintahan desa. Penelitian ini juga memperhatikan secara lebih spesifik faktor pengalaman langsung masyarakat, interaksi sehari-hari, serta konteks sosial budaya lokal yang membentuk persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan.
B. Landasan Teori
1. Adminstrasi Publik
Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (1960), mendefinisikan administrasi publik, adalah:
a. Implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
b. Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
c. Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. 
Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro (1970) mendefinisikan administrasi publik adalah:
a. Suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan.
b. Meliputi tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif dan serta hubungan di antara mereka,
c. Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian darı proses politik,
d. Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
e. Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan
Nicholas Henry (1988), mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.
2. Paradigma Administrasi Publik 
Paradigma adalah suatu pandangan yang disepakati dari seluruh anggota organisasi, maka semua pandangan yang telah disepakati seluruh warga negara yang bersangkutan dan sebagainya. Paradigma administrasi merupakan suatu teori dasar atau ontologi administrasi dengan cara pandang yang relatif fundamental dari nilai-nilai kebenaran, konsep, dan metodologi serta pendekatan-pendekatan yang dipergunakan. Paradigma menurut Thomas Khun (1993), yaitu beliau memberikan rujukan kepada kita melalui karyanya yang berjudul peran paradigma dalam Revolusi Sains. (The Strukture of Scientifict Revolutions) bahwa “paradigma merupakan suata cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu”.
Paradigma adminstrasi publik terdiri dari (OPA), New Public Management (NPM), New Public Service (NPS):
a. Paradigma administrasi publik dimulai dengan Old Public Administration (OPA) atau administrasi publik lama. Paradigma administrasi negara lama dikenal juga dengan sebutan administrasi negara tradisional atau klasik. Paradigma ini merupakan paradigma yang berkembang pada awal kelahiran ilmu administrasi negara. Paradigma old public administration merupakan paradigma klasik yang berkembang sejak munculnya tulisan Wilson di tahun 1887 yang berjudul "the study of administration". Terdapat dua gagasan utama dalam paradigma ini, yakni (1) menyangkut pemisahan politik dan administrasi, dan (2) administrasi publik seharusnya berusaha sekeras mungkin untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya. Efisiensi ini dapat dicapai melalui struktur organisasi yang terpadu dan bersifat hierarkis. Dengan mengacu pada dua gagasan utama tersebut, paradigma ini menaruh perhatian pada fokus pemerintahan pada penyediaan layanan secara langsung kepada masyarakat melalui badan-badan publik. Old Public Administration atau administrasi publik klasik memberikan perhatian pada bagaimana pemerintah melakukan tindakan administrasi secara demokratis, efisien dan efektif, dan bebas dari manipulasi kekuasaan, serta bagaimana pemerintah dapat beroperasi secara tepat, benar, dan berhasil (Wilson, 1887). Fokus perhatiannya adalah interaksi dan kerja sama di dalam organisasi pemerintah yang dibangun melalui hierarki.
b. Paradigma Reinventing Government juga dikenal sebagai New Public Management (NPM) dan menjadi begitu populer ketika prinsip "Good Governance’' diimplementasikan. Paradigma NPM melihat bahwa paradigma manajemen terdahulu kurang efektif dalam memecahkan masalah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Tujuan pokok dalam New Public Management antara lain menggunakan mekanisme pasar dan terminologi di sektor publik. Untuk melakukan hubungan antara instansi-instansi pemerintah dengan pelanggannya dipahami sama dengan proses hubungan transaksi yang dilakukan oleh mereka pada pasar. New Public Management semua pimpinan didorong untuk menemukan cara-cara baru yang inovatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan. Oleh karena urgensi New Publik Management adalah sangat menekankan pada mekanisme pasar dalam mengarahkan program-program untuk publik. New Public Management dapat dipahami sebagai suatu konsep baru yang ingin menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak efisien yang dilakukan birokrasi dan atau pejabatnya. Vigoda dalam Keban (2005), mengungkapkan bahwa ada tujuh prinsip-prinsip NPM, yaitu sebagai berikut:
1. Permanfaatan manajemen profesional dalam sektor publik.
2. Penggunaan Indikator kinerja.
3. Penekanan yang lebih besar pada kontrol output.
4. Pergeseran perhatian ke unit-unit yang lebih kecil.
5. Pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi.
6. Penekanan gaya sektor swasta pada penerapan manajemen.
7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya.
NPM secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern.
c. Pada tahun 2003, atau kurang lebih sepuluh tahun kemudian muncul lagi paradigma baru dalam administrasi publik yaitu "The New Public Service" oleh J.V Denhardt & R. B. Denhardt (2003). Keduanya menyarankan untuk meninggalkan prinsip administrasi klasik dan Reinventing Government atau New Public Management, dan beralih ke prinsip New Public Service, Di dalam buku Denhardt (2003), berjudul "The New Public Service: Serving, not Steering". Pada halaman pendahuluan menyatakan NPS lebih diarahkan pada democracy, pride and citizen dari pada market, competition and customers seperti sektor privat.
3. Persepsi
a.) Konsep Persepsi
Menurut Walgito (2010) persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian, dan pemberian makna terhadap stimulus yang diterima melalui indera, sehingga menghasilkan pemahaman tertentu pada individu. Persepsi dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengalaman, motivasi, dan harapan, serta faktor eksternal berupa lingkungan sosial dan budaya. Dalam konteks penelitian ini, konsep persepsi digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat Desa Bumi Makmur memberikan penilaian, tanggapan, dan interpretasi terhadap kepemimpinan kepala desa perempuan. Melalui teori persepsi ini, penelitian akan menganalisis faktor-faktor yang membentuk persepsi masyarakat, seperti pengalaman interaksi dengan pemimpin, nilai budaya, pendidikan, dan stereotip gender yang berkembang di lingkungan sosial mereka.
b.) Komponen Utama dari Persepsi
Walgito (2010) menyebutkan persepsi terbentuk melalui tiga komponen utama yang saling berkaitan.
1. Pengamatan 
Pengamatan adalah tahap awal ketika individu menerima rangsangan melalui alat indera. Pada tahap ini, seseorang mulai menyadari keberadaan objek atau peristiwa di lingkungannya. Pengamatan dipengaruhi oleh perhatian, kebutuhan, serta kondisi psikologis individu. Dalam konteks penelitian ini, pengamatan masyarakat Desa Bumi Makmur dapat berupa bagaimana mereka melihat perilaku kepala desa perempuan, cara komunikasi, kemampuan memimpin rapat, keterlibatan dalam kegiatan masyarakat, dan responsnya terhadap masalah desa.
2. Penilaian
Setelah pengamatan, individu melakukan proses penilaian terhadap stimulus yang diterima. Penilaian ini dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, nilai budaya, norma sosial, dan stereotip yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Dalam penelitian ini, masyarakat akan menilai apakah kepala desa perempuan dianggap tegas, mampu mengambil keputusan, adil, atau sesuai dengan harapan masyarakat. Penilaian ini bisa positif maupun negatif tergantung faktor sosial yang membentuknya.
3. Interpretasi
Tahap ketika individu mulai memberikan makna terhadap apa yang telah diamati dan dinilainya. Pada tahap ini, informasi yang diterima seseorang tidak lagi bersifat mentah, tetapi telah diolah melalui pengalaman, keyakinan, nilai-nilai budaya, pendidikan, serta cara pandang yang dimiliki individu maupun kelompok sosial. Interpretasi menjadikan seseorang mampu menyimpulkan apakah sesuatu dianggap baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, serta layak atau tidak layak dalam konteks tertentu. Dalam penelitian ini, interpretasi masyarakat Desa Bumi Makmur akan terlihat dari bagaimana mereka menafsirkan kemampuan kepala desa perempuan dalam menjalankan tugasnya. Ada masyarakat yang mungkin menginterpretasikan kepemimpinan perempuan sebagai hal yang wajar dan dapat diterima karena mereka melihat kemampuan dan kinerjanya secara langsung. Namun, ada pula masyarakat yang menafsirkan kepemimpinan perempuan sebagai sesuatu yang kurang tepat, misalnya karena dipengaruhi budaya patriarki, pandangan agama, atau kebiasaan yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin utama.
c.) Faktor yang Mempengaruhi Persepsi
1. Pengalaman Pribadi
Pengalaman pribadi merupakan faktor penting yang membentuk cara seseorang memahami dan menilai suatu objek. Individu yang pernah memiliki pengalaman positif dengan pemimpin perempuan cenderung memiliki persepsi yang lebih terbuka dan menerima. Sebaliknya, pengalaman negatif baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan keraguan dan penolakan. Dalam penelitian ini Pengalaman masyarakat berinteraksi dengan kepala desa perempuan, seperti melihat kinerjanya, mengikuti kegiatan desa, atau menerima pelayanan langsung, sangat memengaruhi persepsi mereka terhadap kemampuan pemimpin perempuan.
2. Lingkungan Sosial dan Budaya
Lingkungan sosial budaya mencakup nilai-nilai, norma, kebiasaan, tradisi, dan pandangan gender yang berkembang di masyarakat. Dalam masyarakat yang masih memegang budaya patriarki, perempuan sering dianggap kurang cocok memimpin. Lingkungan inilah yang membentuk pola pikir kolektif tentang peran laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian ini Budaya lokal, pandangan agama, dan kebiasaan masyarakat Desa Bumi Makmur sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat menilai kelayakan kepala desa perempuan. Jika budaya setempat masih mengutamakan laki-laki sebagai pemimpin, maka persepsi yang terbentuk cenderung lebih kritis atau ragu terhadap kepemimpinan perempuan.
d.) Implikasi untuk Penelitian
Dalam penelitian ini, teori persepsi Walgito (2010) dapat digunakan untuk:
1. Mengetahui Pengamatan
Dalam penelitian ini, teori persepsi membantu peneliti melihat bagaimana masyarakat mulai menangkap dan memperhatikan perilaku kepala desa perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Pengamatan yang dilakukan warga, baik melalui interaksi langsung maupun dari apa yang mereka lihat dalam kegiatan pemerintahan desa, menjadi dasar awal terbentuknya persepsi. Dengan memahami tahap ini, peneliti dapat mengetahui aspek apa saja yang pertama kali diperhatikan masyarakat sebelum mereka memberikan penilaian lebih jauh.
2. Mengeksplorasi Penilaian
Teori persepsi juga berguna untuk memahami bagaimana masyarakat kemudian memberikan penilaian terhadap apa yang telah mereka amati. Penilaian ini tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh pengalaman mereka sebelumnya, pandangan keluarga, nilai budaya, serta kebiasaan yang sudah lama berlaku di desa. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menggali mengapa sebagian masyarakat mendukung, sementara yang lain mungkin masih ragu atau kurang percaya pada kepemimpinan perempuan.
3. Menggali Interprestasi
Tahap terakhir adalah melihat bagaimana masyarakat menafsirkan atau menarik kesimpulan dari keseluruhan pengalaman mereka. Interpretasi ini mencerminkan cara warga memahami kemampuan kepala desa perempuan dalam menjalankan tugas, mengambil keputusan, dan memimpin kegiatan desa. Dengan menggali tahap ini, peneliti dapat mengetahui bentuk persepsi yang terbentuk baik itu berupa penerimaan, keraguan, maupun penolakan serta faktor apa yang paling memengaruhi lahirnya kesimpulan tersebut.
4. Pengertian Masyarakat
Maryani dan Nainggolan (2020) menjelaskan bahwa berbagai ahli telah mengemukakan definisi masyarakat dengan penekanan yang berbeda-beda. Secara umum, masyarakat dapat dipahami sebagai sekelompok besar individu yang tinggal dalam suatu wilayah yang sama, bersifat relatif mandiri dari wilayah lain, serta memiliki kesamaan budaya. Sejalan dengan itu, Macionis (1997) menggambarkan masyarakat sebagai kelompok orang yang berinteraksi dalam suatu area tertentu dan berbagi budaya yang sama.
Adam Smith (1776) menekankan bahwa masyarakat terbentuk oleh adanya fungsi dan peran yang berbeda yang dijalankan oleh setiap individu. Linton melihat masyarakat sebagai kelompok manusia yang hidup cukup lama dan bekerja sama sehingga terbentuk organisasi sosial. Herskovits (1955) memandang masyarakat sebagai “way of life” yang menjadi dasar kehidupan bersama. Gillin (1948) menambahkan bahwa masyarakat merupakan kelompok yang memiliki tradisi, kebiasaan, sikap, serta rasa persatuan. Sementara itu, Mack Iver dan Page (1961) menguraikan masyarakat sebagai sistem hubungan sosial yang kompleks yang melibatkan prosedur, otoritas, dan pola interaksi. Dalam konteks Indonesia, Selo Soemardjan (1974) mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
Max Weber (1978) menekankan bahwa masyarakat tersusun atas tindakan sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dominan dalam kehidupan warga. Durkheim (1982) memandang masyarakat sebagai realitas objektif yang berada di luar diri individu, sedangkan Marx (1976) melihat masyarakat sebagai struktur yang berada dalam ketegangan akibat pertentangan antarkelas ekonomi. Dalam konsep komunitas, Wilkinson (1991) memandang masyarakat sebagai kelompok yang hidup dalam suatu ekologi yang sama, dan Hobbes (1996) memahami masyarakat sebagai proses alamiah yang muncul untuk memenuhi kepentingan individu.
Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, masyarakat dapat disimpulkan sebagai sekelompok manusia yang hidup bersama dalam jangka waktu panjang, menyadari dirinya sebagai satu kesatuan sosial, serta terikat oleh norma, nilai, budaya, dan hubungan sosial yang teratur (Maryani & Nainggolan, 2020).
5. Kepemimpinan
Menurut Tono Wartono (2015), kepemimpinan pada dasarnya merupakan suatu proses ketika seorang pemimpin mampu memengaruhi, mengarahkan, dan mendorong individu maupun kelompok untuk bergerak mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Kepemimpinan tidak hanya dipandang sebagai posisi atau jabatan formal, tetapi lebih pada kemampuan seorang pemimpin untuk memberikan arahan, membangkitkan motivasi, serta menggerakkan potensi yang dimiliki oleh anggota organisasi.
Dalam pandangan Tono Wartono (2015), seorang pemimpin diharapkan dapat menjadi penggerak dan pemberi inspirasi bagi orang-orang yang dipimpinnya. Hal ini diwujudkan melalui kemampuan menyampaikan visi yang jelas, menjadikannya pedoman dalam mengambil keputusan, serta memastikan bahwa seluruh anggota memahami arah yang ingin dicapai. Keberhasilan kepemimpinan juga sangat ditentukan oleh karakter pemimpin itu sendiri, seperti integritas, tanggung jawab, keadilan, dan kemampuan membangun hubungan interpersonal yang baik. Oleh karena itu, kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang tidak hanya mampu mengarahkan, tetapi juga menciptakan suasana kerja sama, membina komunikasi yang terbuka, dan mampu mengelola sumber daya secara optimal agar tujuan bersama dapat terwujud.
6. Perempuan
Perempuan merupakan bagian penting dalam masyarakat yang tidak hanya memiliki identitas biologis, tetapi juga menjalankan peran sosial yang dibentuk oleh budaya, nilai, serta norma yang berlaku. Dalam banyak komunitas, perempuan masih sering dikaitkan dengan peran domestik seperti mengelola rumah, merawat anak, dan menjaga keharmonisan keluarga. Konstruksi sosial semacam ini telah melahirkan pandangan bahwa perempuan kurang sesuai untuk tampil di ruang publik, terutama pada posisi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Namun demikian, persepsi tersebut mulai mengalami perubahan seiring meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, bertambahnya kesadaran akan kesetaraan gender, serta hadirnya kebijakan pemerintah yang lebih mendukung keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.
Fitriana dan Cenni (2021) menguraikan bahwa secara historis kepemimpinan kerap dipandang sebagai ranah yang didominasi laki-laki, sehingga perempuan sering ditempatkan pada posisi non-strategis dalam organisasi maupun institusi pemerintahan. Pergeseran sosial dan transformasi nilai budaya kemudian membuka ruang baru bagi perempuan untuk berperan lebih aktif di sektor publik. Kapasitas kepemimpinan perempuan kini semakin diakui, baik dalam hal kemampuan berkomunikasi, empati, ketegasan, maupun dalam mengelola organisasi. Di berbagai wilayah, perempuan sudah mulai menduduki peran strategis seperti kepala daerah, menteri, pemimpin lembaga publik, hingga tokoh organisasi masyarakat.
Lebih jauh, Fitriana dan Cenni (2021) menegaskan bahwa meningkatnya partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan merupakan cerminan berubahnya nilai-nilai sosial menuju tatanan yang lebih setara dan inklusif. Kehadiran perempuan dalam proses pengambilan keputusan sering kali menghadirkan perspektif baru yang lebih komunikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, perempuan tidak lagi dipandang semata sebagai pengemban fungsi domestik, tetapi juga sebagai aktor penting dalam pembangunan, inovasi, serta tata kelola pemerintahan modern. Peran perempuan dalam kepemimpinan kini menjadi simbol perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan menghargai keberagaman.
5. Teori Gender
a. Pengertian Gender
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, menjelaskan bahwa gender adalah Peran dan fungsi yang dikonstruksi masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan, oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang berlaku dimasyarakat, serta ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Jadi gender adalah pembedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak dan perilaku tanggung jawab yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya masyarakat setempat.
b. Kebijakan yang koheren dengan penelitian ini
kesetaraan gender merupakan hak asasi manusia yang tercantum dalam hukum internasional dan semakin dipromosikan oleh pemerintah. Di Indonesia, kesetaraan gender merupakan tujuan kebijakan inti, sebagaimana dibuktikan oleh komitmen pemerintah salah satu instrument utama untuk mencapai tujuan ini adalah Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Peraturan ini termasuk memastikan hak dan kesempatan perempuan dan laki-laki di bidang politi, ekonomi, dan sosial, serta memerangi segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.
selain itu, Instruksi Presiden No. 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) juga merupakan kebijakan penting yang mendukung kesetaraan gender di Indonesia. PUG bertujuan menciptakan kesetaraan akses, partisipasi, dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan dalam setiap program dan kebijakan. 
Kedua kebijakan ini, menegaskan bahwa kesetaraan gender adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum internasional dan terus diperkuat oleh pemerintah Indonesia. Melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020, pemerintah berkomitmen memastikan kesetaraan hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial, sekaligus menghapus diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, Instruksi Presiden No. 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender memperkuat upaya tersebut dengan mendorong terciptanya akses, partisipasi, dan manfaat yang seimbang bagi semua gender dalam setiap program dan kebijakan pembangunan.
c. Hubungan Ilmu Administrasi Publik dengan Gender 
Administrasi publik tidak dapat dilepaskan dari isu gender karena setiap proses pelayanan, penyusunan kebijakan, hingga pengambilan keputusan berpotensi menimbulkan dampak yang berbeda bagi kelompok masyarakat tertentu, termasuk perempuan. Goetz (1992) menjelaskan bahwa lembaga pemerintahan dan struktur birokrasi tidak bersifat netral, melainkan dibentuk oleh nilai-nilai sosial yang sering kali cenderung maskulin. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan menghadapi berbagai hambatan dalam berpartisipasi, baik sebagai penerima layanan publik maupun sebagai pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Keterkaitan antara administrasi publik dan gender semakin terlihat ketika administrasi publik diposisikan sebagai instrumen negara dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Goetz (1992), birokrasi berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak sepenuhnya inklusif apabila pengalaman, kebutuhan, dan kepentingan perempuan tidak dipertimbangkan dalam proses perumusan kebijakan. Tanpa integrasi perspektif gender, kebijakan publik cenderung bias dan kurang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil.
Dengan demikian, hubungan antara administrasi publik dan gender terletak pada bagaimana pemerintah memastikan bahwa struktur birokrasi, mekanisme pelayanan, serta kebijakan yang dihasilkan tidak mengulang ketidaksetaraan. Administrasi publik yang responsif gender menempatkan perempuan sebagai bagian penting dalam proses pemerintahan, baik sebagai subjek maupun objek pelayanan, sehingga tercipta pelayanan publik yang lebih adil, efektif, dan inklusif.
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